BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 2¢O .{ |3 .2 — C& Tahun 2o2y4

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA BKN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang

Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga

Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024, maka

berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan :

1. KRITERIA PELAMAR
Berikut kriteria Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database)

tenaga non-ASN BKN yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja yakni :

a. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Tahap

|+

b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS; atau

c. Belum melamar pada Seleksi Pengadaan ASN.

2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka I. hanya dapat melamar pada instansi

pemerintah tempat bekerja saat mendaftar

3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka I. hanya dapat melamar pada jabatan

dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

NO

JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Pengelola Umum Operasional

SD sederajat/SLTP sederajat

Operator Layanan Operasional

SLTA sederajat

Pengelola Layanan Operasional

D-III (Diploma-Tiga) Semua Jurusan

Penata Layanan Operasional

S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Semua Jurusan




4. Tata cara, persyaratan dan ketentuan pendaftaran seleksi merujuk pada

Pengumuman Bupati Seram Bagian Barat Nomor 800.1.2.2-483 Tahun 2024 tanggal

3 Oktober 2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun Anggaran 2024.

5. Ketentuan Lain

a.

Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh
tahapan pengadaan Pegawai ASN;

Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan
pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
Seluruh peserta seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram
Bagian Barat tidak dipungut biaya apapun;

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas
pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang
mengatasnamakan Panitia Pengadaan Pegawai ASN sehingga Peserta diharapkan
tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian
hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah
diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak menggugurkan kelulusan
tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menuntut ganti rugi atas kerugian
negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan
sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan
keterangan palsu;

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan segera diumumkan;
Ketentuan lain-lain mengenai seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat pada
laman resmi Pemerintah yakni :

1. https://sscasn.bkn.go.id/

2. https://sbbkab.go.id/

3. https://bkpsdm.sbbkab.go.id/

Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi
Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024
dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Seram Bagian

Barat Tahun Anggaran 2024 pada setiap hari kerja atau melalui Helpdesk Calon



PPPK Tahun 2024 bp3bkpsdmsbb@gmail.com dengan subjek “Helpdesk PPPK
Tahun 20247;
i. Alamat Sekretariat Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 : Kantor Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Jl. J.F. Puttileihalat -
Piru Kabupaten Seram Bagian Barat - Provinsi Maluku Kode Pos 97562;

j- Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi
tanggung jawab peserta;

k. Keputusan Panitia Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Piru, 22 Desember 2024

=

4@; BUPATI SERAM BAGIAN B

Dr. ACHMAD JAIS ELY, ST.,M.Si



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 634 TAHUN 2024
TENTANG
KRITERIA PELAMAR PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON-ASN YANG TERDAFTAR
DALAM PANGKALAN DATA BKN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan percepatan

penyelesaian penataan non-ASN;

b. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju,

mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan

mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional,

membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil

Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b

perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang

Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non-ASN yang
Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran

2024.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
404).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA
PELAMAR PADA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON-ASN YANG
TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA BKN TAHUN
ANGGARAN 2024.
Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data
(database) tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam hal memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi
pengadaan PPPK tahap 1;
b. tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi
pengadaan CPNS; atau
c. belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.
Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat

bekerja saat mendaftar.

Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

melamar pada jabatan sebagai berikut:

a. Pengelola Umum Operasional;

b. Operator Layanan Operasional;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

c. Pengelola Layanan Operasional; atau

d. Penata Layanan Operasional.

Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA diusulkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) kepada Menteri.

Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah
mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEEMPAT kepada Menteri.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.

Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh
tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan,
pelamar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH
diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada

Menteri.

Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi,
penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada
saat pengusulan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan

persyaratan jabatan.

Dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi
ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  Diktum
KESEMBILAN, penyesuaian dilakukan setelah mendapat

persetujuan Menteri.



KESEBELAS

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI




Menimbang

Mengingat

jdih.menpan.go.id

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR || TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Sipil

Negara Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu

diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

jdih.menpan.go.id

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

: Jabatan Pelaksana terdiri atas:

a. Klerek;
b. Operator; dan

c. Teknisi.

Menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan
Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Bagi Instansi Pemerintah yang telah menyesuaikan
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya

penyesuaian Kelas Jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan
pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1

(satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah; dan

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal \| Jovuan 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BLIK INDONESIA,

jdih.menpan.go.id



LAMPIRAN IT

KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUELIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN INSTANSI FEMERINTAH

KLASIFIKASI OPERATOR : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
i . Penatd Layinan Opersional S-1 (Strata-Satu)/ D-4 [Dlplarna-E:mpa.r.] bidang yang relevan dengan tugas Melakukan kegiatan tfﬂta kelola layanan fistansl Pamaiaah v v,
jabatan teknis
2 - Pengelola Layanan Operasional D-IT Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan Melaiathent kc&lat‘?:kf]?:gﬂoman layanan Instansi Pemerintah v v
3. - Operator Layanan Operasional SLTA sederajat Melaleaken Kegiatan PEREOpEmasan Instansi Pemerintah W v
layanan teknis
« Melakukan kegiat: 1ol s :
4. - Pengelola Umum Operasional SD sederajat/SLTP sederajat SRR RERIRG REEn iR Instansi Pemerintah W v
layanan umum
a; - Operator Laboratorium D-II1 (Diploma-Tiga) bidang vang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan operasional laboratorium Instansi Pemerintah v W
6. . Telenisi Laboratorium S-1 (Strata-Satu)/ D-4 [DIploma—Elmpat] bidang vang relevan dengan tugas|Melakukan pemasangm. perbaikan dap pengecekan serta Tnstansl Pemietintah v v
jabatan pemeliharaan laboratorium
7. b A S A N gaR Protokol Kenegaraan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 [Dlp]oma-E&mpat] bidang vang relevan dengan tugas Melakukan kegiatan ke%:rntnk.o!an bagi Presiden dan Inistanst Pusat Terteniu v v
jabatan Wakil Presiden
S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya
Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan
Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan lkan/Mesin 3 o e
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Melalukan keglatan tata kelola da.n Denghajiandi hidang Instansi Pemerintah v v
i ; : % kelautan dan perikanan
Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik
Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/llmu Sesial/Ilmu Politik/llmu
Ekonomi
D-II1 {Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan /Teknik
Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/ Desain Kominikasi
. . < Visual/Komunikasi/ Komunikasi Massa/Teknik Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan . .
9, K terian Kelautan dan Perikan. Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan ) Bl = , ¢ . 2 i X Instansi Pemerintah v v
S P = e & = Informatika/ Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi pelayanan di bidang kelautan dan perikanan
dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan
fAnalisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin

jdih.menpan.go.id

Halaman 1 dari 17




No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan lkan, SUPM
. . Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Lault. SMK Tlekmka Perikanan Lawf. SUPM Teknika Perikanan Nielbilcon Fepiatarpenataan; admindstrast sarans dan ) )
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan lkan, SUPM st i e dalaritai i —— Instansi Pemerintah v v
rika Teknologi Penangkapan Tkan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK P LRICAnp A T periioy
Perikanan dan Kelautan, STM
. . . 5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang lmu Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap
- 1 Pend K set . ; , 2 : . .
11, Hetpnern P;a;d’}lia]l{r;m:bluday Han, Tk Editor Buku Komunikasi/Bahasa /Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan Instansi Pemerintah v v
Bl relevan dengan tugas jabatan standar percetakan
12. RS Pe:;:;d‘]]}‘;t:;og;udayam, Rigets Penyuluh Bahasa 5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa Instansi Pemerintah v v
: i i 8-1 [Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang : ¥
13. Kemagnterian Rendidikan, Kebludayaan, Riset, Konservator Kimia/Fisika/Biologi/ Arkeologi/Teknik Sipil/Teknik Metalurgi/Teknik Melajukan kegiatan pengawalsan, pemelinaragn; dan ; Instansi Pemerintah v v
dan Teknologi e : : 3 pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi
Kimia/Geologi/Teknik Arsitektur
. - . §-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Mclakukaljl kurasi kal_uksx mMUseum _demfatzm k.oieks_l
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, > ; : 2 = i : z karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pamer di 7 :
14. dan Teknologi Kurator Arkeologi/ Antropologi/ Sejarah / Seni Rupa Murni/Desain Interior/ Desain museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yan Instansi Pemerintah v v
& Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriyva Seni/Kriya/Sosiologi & berlaku & yang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, SR ES"?ta_satu” b 1D‘:ploma—5m'patj bidang Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan ; :
15. e Edukatar Sejarah /Antropologi/ Arkeologi/ Ilmu Lstisk dan Ieetenfuan safs Berlki Instansi Pemerintah v v
e Komunikasi/Pendidikan Seni/Pendidikan Sejarah yang
’ o : Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non
Ki 14 Pendidik Keb R .
16. FHHEHIEHAT SR, A _udayaan‘ asels Polisi Khusus Cagar Budaya SLTA/SMK/Sederajat. yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi Instansi Pemerintah v v
dan Teknologi : :
dan objek yvang diduga cagar budaya
17. Kementerian Pendidikan, Keb.udayaan, Riset, Juru Pelihara Cagar Budaya SMP/ Sederajat Mel_akukan kelglat:m pemeliharaan dan pengamanan Instansi Pemerintah v v
dan Teknologi objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya
Melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, « cagar budaya meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, , .
. Juru Pugar Cagar Budaya ; : : : W v
L dan Teknologi s ¥ SMP/Sederajat rehabilitasi, dan restorasi sesuai dengan kaidah yvang Istansi Femerintah
telah ditentukan
19 Kementzrian Pendidion; KEb,Udayaan‘ Riget, Perevitalisasi Bahasa dan Sastra S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra Melalnikan kegatan sevitalisasi di bdang pelindungan Instansi Pemerintah v v
dan Teknologi bahasa dan sastra
: ot . Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau
20. Kemenierian Pe::;d,ﬁa;:_;o'f:t?udayam’ Risct, Penata Pameran SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis koleksi karya seni sesuai desain layout tata pamer untuk Instansi Pemerintah v v
el kerapihan dan kelancaran pameran
Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan
—— 2 _— . . . . 2 . klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis
21 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Reglstrar D-III {Diploma-Tiga) bidang Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah Lolalkat, bjak didtga cdgar Budaya, cagar bridsys, dat st Perieantak v v

dan Teknologi

/ Sejarah,

objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang
berlaku
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
’ o . S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi / Melakukan alih aksara, alih bahasa, dan interpretasi
Ki 1 Pendidik Kebud. Riset, " E R % k - z F s ; ¢ 8
22, FHEREnAR S Ehe R CRTaAL Iee Filolog Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi| pada teks yang ada di manuskrip atau prasasti sesuai Instansi Pemerintah v v
dan Teknologi s - -
dan Budaya dengan kaidah kajian filologi
s Gl i 8-1 (Btrata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Administrasi | Melakukan kegiatan pengawasan pertunjukan film, iklan
pg; [ SemeRtEna Pes:;dq’iﬁo'f:t?uday ity Riset, Pengawas Hasil Penyensoran Negara / Administrasi Publik / Film dan Televisi / Televisi dan Film / | film, film iklan, dan sarana publikasi sesuai dengan hasil|  Instansi Pemerintah % v
? K} Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting putusan penyensoran
24, T e P T T, Perijaga Tahanan SLTA sederajat/DI tDlplmzna—Satu}lf D-2 (Diploma-Dua)/ Melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, dan Kementerian Hukum dan v x
D-3 (Diploma-Tiga} pengelolaan tahanan HAM
§ < ; Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli :
25. Kementerian Hukum dan HAM Petugas Pengamanan Pemasyarakatan SLTA sederajat/Dl tDlplorlna—Satu]l,l' D-2 (Diploma-Dua)/ dalam memelihara keamanan Narapidana/Anak/ Anak Kementerian Hukum dan v e
D-3 (Diploma-Tiga) z 2 HAM
Binaan/Benda Sitaan Negara
. . . . Melakukan kegiatan *lolaan di bid, 1 . )
26, Kementerian Kesehatan Pengelola Layanan Kesehatan D-MII (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan = e L];:;:agliatanm S Instansi Pemerintah v v
Melakukan kegiat: i dulku di bid ;
27. Kementerian Kesehatan Operator Layanan Kesehatan SMA/SLTA segala jurusan Er R SRR S DR SRR LR S G ATE Instansi Pemerintah v v
layanan kesehatan
28. Kementerian Kesehatan Penata Kelola Layanan Kesehatan 5-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat| bidang Kesehatan Melalukankegiatan tat kelola di Ridang layanan Instansi Pemerintah v v

kesehatan
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
Kelas 1
Terminal Penumpang
Tipe A Kelas I dan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik
Pelabuhan Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Penyeberangan
Komersial
Kelas Il
Terminal Penumpang
Tipe A Kelas 2, UPPKB
Kelas 1, atau
Pelabuhan
Penyeberangan
Perintis Kelas 1
Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan,
29 Kementerian Perhubungan Pengawas Satuan N ; ; : emeliharaan, pemanfaatan prasarana transportasi, dan | Kementerian Perhubungan v X
2 = Pelayanan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik i + B P P #% : &
Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengawasan penyelenggaraan sarana transportasi
Kelas IIT
Terminal Penumpang
Tipe A Kelas 3, UPPKB
Kelas 2, Pelabuhan
Penyeberangan
Perintis Kelas 2, atau
Pelabuhan Sungai dan
Danau
S5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang [lmu Teknik Sipil / Teknik
Perkeretaapian Elektro [/ Teknik Telekomunikasi/ Teknik Mesin / Geologi / Geofisika /
P Geodesi / Manajemen / Teknik Informatika / Komputer / Ekonomi /
Psikologi / Hukum / Transportasi.
Teansportasi Darst D-111 [Dlplor.nz_l-nga] ‘bxdang LLAJ/LLASDP/PKB al_au kualifikasi Histatisi Demerintah
pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan
30. Kementerian Perhubungan Petugas Transportasi MElRic Rk KEplatn oper.asmna] HEtdEg v v
transportasi
Perkeretaapian D-III {Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian/ ﬁa'nsponasl atau bidang lain T,
yang relevan dengan tugas jabatan
5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat] bidang Transportasi Darat
; Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan / Teknik Keselamatan 7 ¢
Tri rtas t 3 o a , : ; : g F Instansi Pemerintah
anaperizstDare Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain
31, Ketnenterin Perhubngsn Pengawas . yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan _pen_gawas;._‘mlpenyelenggaraan _kegiaran v v
Transportasi operasional di bidang transportasi

Perkeretaapian

S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplema-Empat) bidang Perkeretaapian /
Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Instansi Pemerintah
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
32. Ketientarian Ferhubiungan Petiipas Surdtia dan Prasarisia Trrsportast D.—ili (Dlploma_—'[‘lga]_ bid.an_g _LLJ\.J“.LASDP,I’PKB{ Teknik S]pllle?kl‘llk Melaksanakan kegiatan operasional di b.1da_ng sarana dan Kementerian Perhubungan v v
Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan prasarana transportasi
Pet Lalu Lintas dan An t. - i -Ti i ik Sipi i i i i bi i
33, Kementerian Perhubungan etugas ir-Lintasdan gkutan DIHI {Dlplﬂl‘n:i._ Tlga]_ h]dan_g .LLA.J,‘I...LASDP{PKB,‘ Teknik S.ipﬂle?knlk Melaksanakan kegiatan operasional di bn.:lzmg lalu lintas Kementerian Perhubungan v v
Transportasi Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yvang relevan dengan tugas jabatan dan angkutan transportasi
34. Kemehiterian Perhabingan Fengatis Perjalaian Kereta Api D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Trjinspnrtasl atau bidang lain Membuat Perericanaan, perynsunan, pengatura.n, Kementerian Perhubungan v v
yang relevan dengan tugas jabatan pengendalian pergerakan perjalanan kereta api
35. Kementeriam Beshnibungan Awak Sarana Perkeretaapian D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Tr?mspnnasl atau bidang lain Melakukan_kegmtan persiapan dan pergoperasian Kementerian Perhubungan v v
yang relevan dengan tugas jabatan menjalankan sarana perkeretaapian.
Melakukan kegiatan teknis perawatan, pemasangan,
36. Rempiienan Perhubingan Tekriisi Perkeretaapian D-111 (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / ‘I‘rgnsporram atau bidang lain| perbaikan dan pen.gecekan serta pemeliharaan sarana, Kementerian Perhubunigan v v
yang relevan dengan tugas jabatan prasarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan
perkeretaapian
37. Kementerian Pedinibungan Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian 5-1 (Strata—?atu]/ ?—4 [Dlpl_orna—Empat] bidang Perkcrela?ipmn ! Melakukan kegiatan analisa, Pengu_pan, punelﬂhal'c‘m, dan Kementerian Perhubungan v v
Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan rekomendasi SDM perkeretaapian
Melakukan kegiatan pemeriksaan kecelakaan kereta api,
. " . S-1 (Strata-Satuj/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / identifikasi sebab dan akibat kecelakaan dari sisi .
. Pemeriksa Kecelakaan Kereta A 2 ] Ki t Perhubunge v v
4t Rementeoan Ferhubungan Pl Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan prasarana, sarana, lalu lintas dan SDM, dokumentasi dan RIS AR BRI
pelaporan kecelakaan kereta api.
SMA / MA/Paket C (IPA/IPS ) SMK (Teknik Mesin/SMK Listrik/ SMK Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penyiapan
39. Kementerian Perhubungan Personel Operasional Bandar Udara Mekanikal/ SMK Teknik Sipil/ SMK Penerbangan/ SMK Teknik peralatan di bidang keamanan dan keselamatan Kementerian Perhubungan v v
Konstruksi/ SMK Teknik Elektronika/SMK Bangunan/SMK Komputer | penerbangan pada bandar udara
> Bidang Faskampen SMK/Sederajat Melaksanakan perawatan fasilitas keamanan, menjaga | Kementerian Perhubungan
Personel Teknik dan H
i ; keamanan dan kenyamanan operasional penerbangan
40, Kementerian Perhubungan Operasional oy ey i : v v
baik di sisi darat maupun udara, dan menjaga
Etigrhangan Bidang Teknisi kebersihan
£ . SMA IPA/SMK Mesin /SMK Listrik g Kementerian Perhubungan
Peralatan dan Mesin
5-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknologi
Rekayasa Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknologi
Rekayasa Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik
Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap
41. Kementerian Perhubungan Pengevaluasi Penerbangan Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, Manajemen Transportasi, Teknik | bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan | Kementerian Perhubungan v v
Industri, Teknik Penerbangan, Teknik Elektronika, Teknik Navigasi Udara, serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan
Teknik Pesawat Udara, Lalu Lintas Udara, Teknik Komputer, Teknik
Pesawat Udara, Teknik Informatika, Hukum, Ekonomi, Akutansi,
Manajemen, Manajemen Transportasi, Komputer, Keuangan
D-III (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan teknis
42, Kementerian Perhubungan Pengawas Penerbangan teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, Teknik Penerbangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta Kementerian Perhubungan v v

manajemen transportasi;

peningkatan pelayanan di bidang penerbangan
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
43. Kementerian Perhubungan Personel Perawatan Pesawat Udara D-It (Diploma-Duia) bidang ’J.:‘Ekmk Pelsawat Usara, Teknik Mest, Teknik Melaksanakarll penyiapait peraldtan dan melaksandkan Kementerian Perhubungan v v
Elektronika, Teknik Penerbangan kegiatan perawatan pesawat udara
D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin, Listrik, Mekanika, Teknik Sipil, elfliiii?ﬁiﬂ: ;Zﬁat:: if:;ﬁ;:is;:nmﬂ;ai:pau
44, Kementerian Perhubungan Pengawas Operasional Bandar Udara Penerbangan, Teknik Konstruksi, Teknik Elektronika, Bangunan, P i g peng penylen Kementerian Perhubungan v v
Komphtes peralatan di bidang keamanan dan keselamatan
penerbangan pada bandar udara
: : : i : ; ; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
45, Kementerian Perhubungan Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara D [Dlploma-"hgai;f;rgn‘l;izn:rl;l::r“;:hi:aa:.::kmk Mesin, Telnik penyviapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan Kementerian Perhubungan \' v
i g perawatan pesawat udara
. . " Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap
. S- frata- D-4 (Dipl -E ’ U "
46, Kementerian Perhubungan Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara i r_?‘eiriih;;ér L T[eklgﬂtmglehl:;gigcl:‘?riﬁi: ];::;f;:iwi aarg, pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan Kementerian Perhubungan v \'
! ' 8 kegiatan perawatan pesawat udara
i Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi D-11I (Diploma-Tiga) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika Melaksanakan penyiapan peralatan pengujian dan i
v 3 t i K t Perhuby v v
47 Kementerian Perhubungan Penerbangan Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknologi Navigasi Udara peneraan Kalibrasi Penerbangan Smenbetan et
5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat] bidang Teknik Telekomunikasi, S S s R A R e i
48, Kementerian Perhubungan Personel Pengujian dan Peneraan Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik 2a Per;er;!:aL o P Kementerian Perhubungan v v
Penerbangan B
5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Melaksanakan kegiatan evaluasi dan kajian terkait
49, Kementerian Perhubungan Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik penyiapan peralatan dan pelaksanaan pengujian dan Kementerian Perhubungan \ \'4
Penerbangan peneraan Kalibrasi Penerbangan
Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang
meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunarn,
. i 5-1 [Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri / Teknik verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta .
5 Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran < K te: Perhub: 2 v v
50 Kementerian Perbubimgan 8 : & Y produksi / Teknik Sipil / Akuntansi / Manajemen / Administrasi pembuatan laporan sementara pada instalasi bengkel Sl
agar tersedia laporan yang baik dan akurat di lingkungan
Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
Melakukan pengujian, pemeriksaan dan percobaan alat
o kesel ta 1 d t ki hasil ¢
51. Kementerian Perhubungan Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Mesin/ ATT.II CRERRI TR FUA A mERcatat/ merekam 1888 | Kementerian Perhubungan v v
pengujian, pemeriksaan dan dan percobaan terkait
peralatan keselamatan pelayvaran yang akurat
Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang
; -liputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan,
Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan i et pengu -
52, Kementerian Perhubungan g Pelavaren 5-1 (Strata-Satu)/ D-4 [Diploma-Empat) bidang Manajemen Transportasi verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta Kementerian Perhubungan v v
= pembuatan laporan sementara pada instalasi
laborotorium keselamatan pelayaran
Melakukan koordinasi atas berita bahava, perawatan
% ; = 2 _ ; -egahan, Letif, d tektif s by 1 u £
53. Kementerian Perhubungan Petugas Telkompel D-11T (Diploma-Tiga) bidang Elektro / Elektronika / Transportasi pencegahan, korektifydan detckif aecara berkala untik Kementerian Perhubungan v v

keandalan telekomunikasi pelayaran dan sarana
telekomukasi pelayaran
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54.

Kementerian Perhubungan

Pengawas Pemanduan Kapal

D-I (Diploma-Tiga) bidang Nautika

Melakukan pengawasan teknis kegiatan pemanduan
kapal meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan
penertiban pelayanan pemanduan dengan upaya
penanggulangan hambatan operasional

Kementerian Perhubungan

55.

Kementerian Perhubungan

Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan

D-111 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Transportasi/ KALK/ Manajemen

Melakukan pengawasan aspek-aspek terkait kegiatan di
pelabuhan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan

Kementerian Perhubungan

56.

Kementerian Perhubungan

Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian

D-III (Diploma-Tiga) semua jurusan

Mengelola penyimpanan, pengawasan, kebutuhan
perbaikan, serta memperbaharui data peralatan instalasi
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Kementerian Perhubungan

57.

Kementerian Perhubungan

Pengawas Keselamatan dan Keamanan
Pelavaran

8-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan /
Nautika

Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap
peralatan pencegahan pencemaran dan penerbitan
sertifikat marpol, melaksanakan pengawasan dan
memberikan persetujuan terhadap olah gerak kapal,
melaksanakan pengecekan fisik kapal serta mengawasi
perbaikan kapal di wilayah perairan bandar

Kementerian Perhubungan

58.

Kementerian Perhubungan

Pengawas Penanggulangan pencemaran dan
Musibah SAR

S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik
Lingkungan

Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan strategi
operasi penanggulangan pencemaran, mengumpulkan
informasi data pencemaran, dan memberi dukungan
sumber daya, serta memberi bantuan pencarian orang
yang hilang di laut, menyel tkan dan gevakuasi
korban, dan melakukan pemeriksaan peralatan SAR.

Kementerian Perhubungan

59.

Kementerian Perhubungan

Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

SMA/SLTA segala jurusan

Menyiapkan hasil pengawasan salvage dan pekerjaan
bawah air.

Kementerian Perhubungan

60.

Kementerian Perhubungan

Penata Keselamatan Pelayaran

S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Pelayaran

Melakukan pengembangan, evaluasi dan monitoring atas
spesifikasi dan penetapan kualifikasi teknis dalam bidang
Keselamatan Pelayaran.

Kementerian Perhubungan

61.

Kementerian Perhubungan

Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi

S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplema-Empat) bidang Ilmu Hukum

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan aturan hukum
dalam rangka penegakan tindak Pidana Pelayaran.

Kementerian Perhubungan

62.

Kementerian Perhubungan

Penata Keselamatan dan Keamanan
Pelayaran

5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan /
Perkapalan / Nautika / Teknika

Melaksanakan pengawasan atas perlindungan lingkungan
maritim berupa manajemen keselamatan, standar
kompetensi, sertifikasi pelaut, standar pengujian keahlian
pelaut tingkat manajerial, standar pengujian keahlian
pelaut tingkat operasional

Kementerian Perhubungan

63.

Kementerian Perhubungan

Penilik Angkutan Laut

S-1 (Strata-Satu)/ D-4 [Diploma-Empat) bidang Tata Laksana Angkutan
Laut / Manajemen Transportasi Laut / Manajemen Logistik / Pelayaran

Melakukan kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan
pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan
trayek berjadwal tetap dan teratur di bidang lalu lintas
dan angkutan laut dengan trayek tidak berjadwal tetap
dan tidak teratur,

Kementerian Perhubungan
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64,

Kementerian Perhubungan

Teknisi Menara Suar

SLTA/SMK Umum

Mengkoordinir perawatan, menjaga peralatan dan fasilitas
kerja, memperbaiki, menginventarisir bahan /suku
cadang serta melakukan komunikasi dan koordinasi
dengan UPT terkait menggunakan SSB sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran
pekerjaan agar lampu menara suar tetap menyala,
fasilitas dan alat tetap terpelihara dengan baik.

Kementerian Perhubungan

65.

Kementerian Perhubungan

Penjaga Menara Suar

SLTA/SMK Umum

Melaksanakan komunikasi antar stasiun radio pantai dan
mengadakan pengamatan terhadap kapal-kapal di sekitar
menara suar, menjaga serta merawat fasilitas lingkungan
dan sewaktu-waktu apabila lampumenara suar padam
segera membantu perbaikan keandalan SBNP dalam
rangka menjaga keselamatan pelayaran

Kementerian Perhubungan

66.

Kementerian Perhubungan

Marine Radio

D-III {Diploma-Tiga) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin

Memeriksa dan melakukan sertifikasi fasilitas dan alat
kelengkapan radio di kapal

Kementerian Perhubungan

67.

Kementerian Perhubungan

Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan

S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diplema- Empat) bidang Teknik Mesin/ Teknik
Sipil,/ Teknik Perkapalan/ Teknik Elektro

Melakukan penyiapan rekayasa teknologi dan
pemberitaan keselamatan pelayaran yang meliputi
perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan
BMN, agar tersedia bahan rekavasa teknologi dan
pemberitaan keselamatan pelayaran yang baik dan akurat
di lingkungan kantor Balai Teknologi Keselamatan
Pelayaran.

Kementerian Perhubungan

1N

Kementerian Perhubungan

Surveyor Kenavigasian

S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang
Pelayaran/Nautika/Teknik Geodesi

Melaksanakan survey terkait kenavigasian, memetakan
potensi bahaya kenavigasian, memelihara peralatan
survey kenavigasian, serta melakukan kalibrasi dan

perbaikan terhadap peralatan survey

Kementerian Perhubungan

69.

Kementerian Perhubungan

Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran

D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknika

Menyiapkan, mengoperasikan, menyusun rencana
perawatan, serta melakukan perbaikan terhadap
peralatan keselamatan pelayaran

Kementerian Perhubungan

T0.

Kementerian Perhubungan

Investigator Keselamatan Pelayaran

8-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang [lmu Hukum / Teknik
Perkapalan/Kelautan /Nautika

Mengusut tindak pidana pelayaran, kecelakaan kapal,
serta pelanggaran disiplin dan ketertiban di wilayah kerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan

71.

Kementerian Perhubungan

Auditor ISPS Code

S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Transportasi

Melakukan audit pada sistem keamanan pelabuhan
sesuai dengan ketetapan yang disepakati oleh IMO,
memberikan penilaian dan memastikan sistem keamanan
pelabuhan sudah memenuhi ketetapan tersebut.

Kementerian Perhubungan

72,

Kementerian Perhubungan

Survevor Pengangkutan Barang Berbahaya

D111 (Diploma-Tiga) bidang Transportasi/ Teknik Lingkungan

Melakukan pengawasan kegiatan Bongkar/Muat Barang
Berbahaya Dan Barang Khusus di wilayah kerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

jdih.menpan.go.id
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
Melakukan pengembangan, monitoring dan evaluasi
i v oo S-1 {Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sehingga 2
73. te Penilik Kenavigasian L ! - L Kementerian Perhubungan v v
3 RKementerian Perhubnngan e Mesin/ Perkapalan/ Nautika terwujudnya kehandalan Sarana Bantu Navigasi B
Pelayaran
S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat] bidang Teknik Sipil/Tata Laksana “iia‘f::?gﬁIi‘:sg‘a:;‘:bs‘:::‘;:;‘f:‘;;:ﬁts:::‘:1
74. Kementerian Perhubungan Penilik Kepelabuhanan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan /Nautika/ Teknik Bangunan/ Teknik e s - L4 Kementerian Perhubungan v v
Lingkungan/Planologi (tata kota)/Hukum /Transportasi bimbingentelans,evatuas dm pelaporan i bidang
& & & P kepelabuhanan
Melaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi
. - . . terhadap rancang bangun kapal, status hukum kapal,
4 2 =1 - - - t] ki - -
75. Kementerian Perhubungan Penilik Kelaiklautan Kapal ST (StrmtasButu) J D4 Diploma hmpa! ) Hiderig '1_‘& e Perkuprlan perlengkapan keselamatan kapal, sistem keamanan Kementerian Perhubungan v X
Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Teknika / Hukum 5 A
kapal, Kepelautan, pencegahan pencemaran perairan dari
kapal, dan manajemen keselamatan kapal
. Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan - [Diploma—hga! bld&_ng PKB” T“‘knﬂ.( Sipil/ Telentk Mesin/, Telcniic Melaksanakan kegiatan pengujian tipe kendaraan :
76. Kementerian Perhubungan Otomeotif atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas . 5 Kementerian Perhubungan v v
Bermotor bt bermotor pada laboratorium indoor dan outdoor
Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan, dan atau
pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung
Kementerian Lingkungan Hidup dan i s . jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan ‘ s
77. Pelatih dan Perawat Satwa Liar SLTA/ SMK sederajat 3 : ) Instansi Pemerintah A v
Kehutanan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih
dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil vang
optimal
Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan
: . < tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai
78. Kementerion ;;Eif::f:n Higup.dan Pemelihara Tumbuhan SLTA/ SMK sederajat dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- Instansi Pemerintah v v
undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil
yang optimal
Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan
hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah
79, Kementerian Lingkungan Hidup dan Petiigas Perganian Huitan dan Hasil Hutdn SLTA/ SMK sederajat kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan tHstatisi Deiatintal v v
Kehutanan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan
ekosistemn
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Péngawas Jarinigan Utilitas 5-1 {Strata-Satu}fp~4 {Dl;:tloma-EmpatI bidang Teknik Sllpll,f'f‘ekmk Melakukan kegfatan pengalwasan jaringan utilitas di T TN v v
Rakyat Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang pekerjaan umum
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Telinist Bhrana dan Prasarana S_l. lStrata—ISat‘u).{ D-4 {Dilploma—]:?mpat! bidang Teknik Kimia/ T‘eknjk Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan fistansl Pemesintah v v
Rakyat Mesin/Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana
& Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan| Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan Rk DA v v
) Ralcyat Daya Air Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan sumber daya air
i ; D111 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik P o
83. Kementecian: Relkerjaan Umnmdan Ferumahan Operator Pengelolaan Sumber Daya Air Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas Melalukar: kegtatan pangelolann suniberdayaaiedt Instansi Pemerintah v v

Rakyat

jabatan

bidang pekerjaan umum

jdih.menpan.go.id
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
84 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan|Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya |  D-II1 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan e PR Eian v v
: Rakyat Air dengan tugas jabatan sumber daya air di bidang pekerjaan umum
85. Kementerian Pekerjann Minmumidan Ferumahan Operator Sumber Daya Air SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melalaikan keglalfm E:Jer.lgelolaan da,n pengolehan sumber Instansi Pemerintah v v
Rakyat daya air di bidang pekerjaan umum
36. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukls.n kegiatan persiapan, pengecekan, . Tiistsriit Pesetiatih v v
Rakyat pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air
; : S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik 3 3
B u s Pl % F =1 =nelaah - 1 3 :
&, | Rementarien Eckeraan S dan Periatian Penata Kelola Leger Jalan Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan Melalaukan keg:gtelm pene pa 1au pengelolaan leger jalan Instansi Pemerintah v v
Ralcyat . 7 di bidang pekerjaan umum
tugas jabatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan s ; g ) ; Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian 5 =
gg, | rmemen & - " m Penilik Jalan SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan| E pengear e pengencata Instansi Pemerintah v v
Rakyat mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumabian . D-I (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Teknik Melakulean leagizian periabian karaiteristikc dan ) .
89, Penata Bangunan Gedung dan Permukiman : : g k spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan Instansi Pemerintah v v
Ralkyat Lingkungan atau bidang lain vang relevan dengan tugas jabatan 2 T 5
pemukiman di bidang pekerjaan umum
90. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman D—?Il (Diploma-Tiga) !Jldang T_‘ekruk Sipil/ Teknik Armtektur.j Teknik Melakukan keglatan Ffen_a.taan penye?hatan lingkungan Instansi Pemerintak v v
Rakyat Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan permukiman di bidang pekerjaan umum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertanahan/Teknik Sipil/ ) . .
91. Penata Kelola Pengadaan Tanah g Y 4 = 5 5 Melakukan k 1 1ol 1 h Instansi Pemerintah v v
Rakyat g Arsitek /Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan lakukan Regatbrpeagelolain pergadaan tana
93, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Operator Alat Berat SLTA/DI/D-2 [?:Ploma—ﬂua];’D—S (Diploma-Tiga) Ib1:!eng kualifikasi Melakukan kegiatan pem‘enksaan kelengkapan dan T —— v v
Ralyat pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pengoperasian alat berat
D-11I (Diploma-Tiga) bidang llmu Sosial/llmu Terapan/Akuntansi/ Pajak, M;La;m‘;a:‘;‘:;:::’ii::;ab”;:ffbg“ﬁfﬁftfgﬁiﬁﬁzm
93. Kementerian Keuangan Account Representative Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang peng = 4 P J_ pajak yang B ! Kementerian Keuangan v X
¢ untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang
relevan dengan tugas jabatan ;
perpajakan
Melakukan tindakan penagihan yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,
: % : penyitaan berdasarkan surat perintah melakukan :
5 Juru Sita Keuan, Negara 4 Kementerian Keuangan v X
w1 Kementerian Keuangan ! AR BMA/SMK sederajat Penyitaan, dan penyanderaan berdasarkan surat perintah 8
penyanderaan terhadap hasil sitaan pajak, bea dan cukai,
dan/atau kekayaan negara
: N 7 i Melakukan penelaahan terhada mohonan keberatan,
D11 (Diploma-Tige) bidang limm: Sosial o Enguran l;r?alt:u ngha usanpsz::lksi :dmmistrasi dan
a5. Kementerian Keuangan Penelaah Keberatan Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen pengurang penghap v Kementerian Keuangan v X

Keuangan/atau bidang lain vang relevan dengan tugas jabatan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak

jdih.menpan.go.id
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
Diploma I (Diploma-Satu) bidang [lmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/ Melakukan penilaian aset, menyiapkan bahan
96. Kementerian Keuangan Penilai Aset Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain perencanaan penilaian, dan menyusun laporan periodik Kementerian Keuangan v X
yang relevan dengan tugas jabatan rekapitulasi hasil penilaian,
Melakukan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit
Anjing Pelacak, Pengawasan kegiatan Pawang & kondisi
97. Kementerian Keuangan Instruktur Anjing Pelacak SMA/SMK/sederajat K-9, Pengelolaan Training Unit K-9 , Pelatihan Dasar, Instansi Pusat v X
Ulang, Teknis, Lanjutan, dan Pengawasan proficiency
training unit pusat dan vertikal
98, Kementerian Keuangan Pawang Anjing Pelacak SMA/SMK/sederajat Melakulean kegiatan Op'.:raal?nal pelacakan-dan Instansi Pusat v X
pengelolaan Unit Anjing Pelacak
Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey
S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang llmu Keolahragaan/ lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan
99, BASARNAS Instraktur Pencarian dan Pertolorigan Pendldll‘.:an Kepelatlrh:_an Olahr“_aga,uf Manajt_amcn_ Sumbe_r Daya 1_\clanusm,n‘ peml.a.u_a.n, sosialiasi dan pe_l'masyarkat_an serta Instansi Pemerintak v v
Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sesiologi atau bidang lain yang mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan
relevan dengan tugas jabatan ketentuan vang berlaku guna kelancaran pelaksanaan
pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan
D-III {Diploma-Tiga) bidang Manajemen Logistik dan Material/ Teknik Me_ngelola, mcngendahkap, mengkcurdlr}asjlk.an.
J " = - e memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana
; Informatika/ Teknik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi : # 2 F z .
100. BASARNAS Pengelola Pencarian dan Pertolongan ; % ; dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai Instansi Pemerintah v v
Perpustakaan/Teknik Perkapalan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro o :
prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan
Arus Lemah B
Pencarian dan Pertolongan
101 Kementerian Dalam Negeri Pengelola Trantibum D-1I (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan Melakuleul keglatan pengamanian, pencriban day Instansi Daerah v v
d g & P iga) yang 8 Bas perlindungan masyarakat
Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah,
102, Kementerian Dalam Negeri Pranata Trantibum SLTA sederajat penyelenggaraanl ketertiban umum dan ketentraman Instansi Daerah v Vv
masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
5-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/
Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi| Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian,
103. Kementerian Dalam Negeri Fasilitator Pemerintahan Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan Instansi Pemerintah v v

Publik/Hukum /Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan

informasi di bidang pemerintahan

jdih.menpan.go.id

Halaman 11 dari 17




Instansi Teknis

Nomenklatur

Kualifikasi Pendidikan Minimal

Tugas Jabatan

Kedudukan Jabatan

PPPK

104,

Kementerian Dalam Negeri

Pranata Kewilayahan

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan
Kota/Ekonomi Studi Pembangunan/Pemetaan atan bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi
hasil di bidang kewilayahan

Instansi Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri

Pamong Pemerintahan

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat] bidang Ekonomi/Manajemen/
Ekonomi Studi Pembangunan /Sosial dan Politik/Administrasi Negara/
Administrasi Pemerintahan /Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan
pembinaan di bidang pemerintahan

Instansi Pemerintah

106.

Kementerian Dalam Negeri

Pengawas Penyelenggara Pemilu

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/
Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi
Pemerintahan /Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan
penyelenggara pemilu

Instansi Pemerintah

107.

Kementerian Perindustrian

Konsultan Industri

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik
elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil,
teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik lkimia, teknik
biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik
lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik
komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil,
perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika
dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi,
hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional,
atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultansi di
bidang industri

Instansi Pemerintah

108.

Kementerian Perindustrian

Pengawas Industri

S5-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik
elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil,
teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknilk
biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik
lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik
komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil,
matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data,
pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha
industri dan/atau usaha kawasan Industri

Instansi Pemerintah

109.

Kementerian Perdagangan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan
Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi
Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta
pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi
[PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang

komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku

Instansi Pemerintah

110.

Kementerian Perdagangan

Pengawas Barang Beredar dan Jasa

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat] bidang Ekonomi Pembangunan [
Manajemen / Akuntansi / Komunikasi / atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta

pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses
lebih lanjut

Instansi Pemerintah
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Instansi Teknis

Nomenklatur

Kualifikasi Pendidikan Minimal

Tugas Jabatan

Kedudukan Jabatan

PPPK

Kementerian Perdagangan

Surveyor Perdagangan

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat] bidang Ekonomi Pembangunan /
Manajemen / Akuntansi /
Hubungan Internasional / komunikasi / atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang
pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Instansi Pemerintah

112,

Kementerian ATR/BPN

Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang

D-III {Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen,
geograli, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota,
pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi
pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang
ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik
sipil, teknik lingkungan

Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan
inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang

Instansi Pemerintah

113.

Badan Standardisasi Nasional

Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian

8-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik,
ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika,
statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu
komunikasi, manajemen industri, mekanisasi pertanian, ilmu
komunikasi, manajemen pemasaran, biologi dan bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan
pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian
kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri,
organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian

Instansi Pemerintah

114.

Badan Standardisasi Nasional

Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin,
Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik
Kimia, Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Elektro, atau bidang lain yang
relevan dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta
penvusunan laporan di bidang ketertelusuran standar
pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan,

pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim,
mermfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan
pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem
standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan
hasil evaluasi sistem standar nasional satuan ukuran
vang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar
nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta
diakui secara internasional

Instansi Pemerintah

115.

Kementerian Sosial

Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan,
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan,
pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan
menyediakan naskah braille siap cetak dan naskah bicara

Instansi Pemerintah

116.

Kementerian Sosial

Fasilitator Bahasa Isyarat

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang llmu Sosial/llmu Terapan,
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melaksanakan fasilitasi, literasi serta lavanan
komunikasi dan informasi bahasa isyarat

Instansi Pemerintah
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi,
penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian,
5 . . ali rta verifikasi data konten int t untuk
5-1 [Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi :::n l:: szlka:edan mscln ausu;ne;l;:-;lji:-nai ::mcn
117. Kementerian Komunikasi dan Informatika Pengendali Konten Internet Informasi/ Teknik Informatika/Sistem Informasi/llmu Komputer/Teknik ey meny P Instansi Pemerintah A v
Sldetro. atat Bitans lain vans selsvan dengan Heds ahatan internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang
' g yang 2angas berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
program yang telah disusun dan peraturan perundang-
undangan
Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama
; , bukti elektronik liputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi
-LiDaate Sato)/D. 4 (iplomia Brmpay Ridang Tekuplig da; Prlc:cerva:i serrtr:m]::lllaknl:ann c:SL'i;E clmcri]:sssll:;
118, Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemeriksa Forensik Digital Informasi/Teknik Informatika/Sistem [nformasi/llmu Komputer/Teknik ; P ‘g e I o Instansi Pemerintah V W
: : : : analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti
Elektro, atau bidang lain vang sesuai tugas jabatan p 2
elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan vang
berlaku di Laboratorium Forensik Digital
119. Komnas HAM Komediator 6 Sttty DA Diplomasiinpaty bidang il f8beamy pone | |Melaiakan keglatan dulcungan teknis:dalam pelaksariaan Komnas HAM v v
penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Melakukan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat
terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang
120. Komnas HAM Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik penegakan Hak Asasi Manusia dan penyuluhan ilmu Komnas HAM v v
pengetahuan di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi,
dan sosial
5-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik : ;
2 % i 3 z % Melakukan k ta ket ki d % z
121. Kementerian Ketenagakerjaan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Industri/Manajemen / Psikologi/ Kesehatan Masyarakat/Kesehatan SERISR RS P As SRR R ORRECLRATRERR Instansi Pemerintah v A
2 . 5 ; keselamatan kesehatan kerja
Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan ;
< < . : i ; Melaksanakan kegiatan produksi suatu acara dalam
122, Setjen DPR Penata Acara S (Sam-satu) /D4 (Biplongd Eupag) bideng Komu.mkas;!Broadcastmg bentuk desain dan pengelolaan program acara secara Instansi Pemerintah v v
atau bidang vang relevan dengan tugas jabatan
keseluruhan
, . . . - . . _ Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun
123. Setjen DFR Jurnalis D11 (Diplome- Tiga) bidang Sosjal Politik/ Komuriikast/Jurnalistle atau (00,0 cieritann dan mendukung kegiatan prostati Instansi Pemerintah v v
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan .
dan produksi acara
; 1 i ; y } Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi
124, Setjen DPFR Pengelola Siaran ,D'm {D1p!oma—T1ga ) bi(l'lan\g Kamunikasiy Penyiaran/ ! serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian Instansi Pemerintah v v
Broadcasting/Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan ; . . :
aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan
¢ . 5 T : Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan
125. Setjen DPR Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran S-1i(Senmasati)/ Lo [Diplome. Eripht) bideag Komuntyasi) Broadcdshing penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran Instansi Pemerintah v v

atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan

pelaksanaan pengelolan berita
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No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
D-111 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ . .
126. Setjen DPR Pengelola Teknik Televisi dan Radio Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang Mellmkan kegiatan ;:rcpgclolaar{ pclaksanaan. Higd ket Instansi Pemerintah v v
: program televisi dan radio dalam studio
relevan dengan tugas jabatan
Melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan dan
; " . " pemeliharaan peralatan teknis serta penunjang kilang
y o D= - - - . :
127. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Operator Kilang dan Utilitas SLT:R‘!SMK!D” D !Dlplomall Dug)/D-2 (Diplowa-Tiga) blcl‘ang yang dan utilitas sebagai sarana penunjang pelatihan dan Instansi Pemerintah v v
dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan ; A e B i
sertifikasi kompetensi bidang migas sesuai SOP yang
berlaku
125. | Kementerian Enerei dan Sumber Daya Mineral Operator Pemboran SLTA/DI/ D-2 [Dql)loma—Dlua] /D-3 (Diploma-Tiga) bldang yang dibutuhkan Mela.llmkan kegiatan pengeboran, pemeriksaan, dan Hhstans Permesintih v v
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan pemboran
129. | Kementerian Enersi dan Sumber Daya Mineral Pemantau Gunung Api SLTA/ SMK/ D”. D-2 [Dllploma—DuaJ /D-3 lDlp]oma—TlgaJ bidang Geologi | Melakukan kegiatan ;:Ioernamauan dan Ipengukuran gejala Thstanci Permetintak v v
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan aktivitas gunung api
. a . , " Melakukan kegiatan penyelidikan/pemetaan potensi
130. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelidik Geologi -1 (Stsata-Sat)) /D 4 (Diplaina Empat) bldang Genlogt atan bidang 1din sumber daya geologi dan kawasan rawan bencana geologi Instansi Pemerintah v v
yang relevan dengan tugas jabatan .
di laut dan darat
131. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petugas S § Geslogi D-11I (Diploma-Tiga) bidang Geologi .a}lau bidang lain yang relevan dengan Melakukan kegiatan pemasangan, perbslukan delm Tt i Per T RE v v
tugas jabatan pengecekan, serta pemeliharaan survei geologi
Melaksanakan kegiatan tata kelola perizinan berusaha,
" : . tata kelola wilayah pertamb ineral dan batubara,
S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ ® ef-nobm‘:anyaenp ;I: da;gannm:v:san (erh: d: R
Teknik Geologi/ Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik peiaksanaa;u Fl,(e ﬁ:tlan s P:afaan i faatai
132. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penata Kelola Pertambangan Mesin,/ Teknik Fisika,/ Kimia/ Geokimia/ Geografi/ Geodesi/ Kehutanan/| o SR RENEMIR B Instansi Pemerintah v v
7 2 < g z mineral dan batubara, keteknikan, keselamatan
Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan 2 ; 2
< pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi,
dengan tugas jabatan z :
dan pasca tambang serta konservasi sumber daya mineral
dan batubara
Melakukan kegiatan pengolahan data, evaluasi dokutmnen
S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus pe::f.;f;:‘l:s;’;:it‘zz'qd;’;::h“;:‘aie;‘:ﬁ’;f‘l::f:’ata“
133. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan Kuat,.f‘Tckru.k Te}';ags. Llsm]_‘chk?ﬂf Ek'\ktm'{',m 1\:'Iesm,|ch penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang Instansi Pemerintah v v
Industri/ Ekonomi Akuntansi/Statistika atau bidang lain yang relevan S bl .
Aot tunds kst ketenagalistrikan, fasilitasi hubungan komersial, serta
# gasd kegiatan pelayanan perlindungan konsumen dan usaha
ketenagalistrikan
a 5-1 (Strata Satu) /D-4 (Diploma Empat) bidang: Teknik Elektro, Teknik Melakukan pengawasan pengusahaan/pemanfaatan,
Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan b : o _ S s : : i x
134. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral & g Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan keteknikan, K3LL di bidang EBT dan Pengawasan Instansi Pemerintah v v

Konservasi Energi

atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

pelaksanaan Konservasi Energi
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S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Melm:‘:;:‘efr‘f;:mprinae;f":i“m‘:ﬂg;;iz”;:? atas
135. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Fisika P 4 P - J s ¢ : Instansi Pemerintah v v
atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Ketenagalistrikan (SMK2) pada instalasi penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik
8-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Melakukan kegiatan pengelolaan pengangkutan,
. ) . Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak Pertambangan/ Teknik Perminyakan/Teknik Geologi /bidang Geologi/ penyimpanan, niaga dan tata kelola kegiatan usaha . .
136. | Kement d D y i % g, SR / ; = % 2 ok Instansi Pemerintah \% v
B: [Rementerian Exierel dan SumiberDdya Minerdl dan Gas Bumi Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/Teknik Kimia atau bidang lain yang minyak dan gas bumi serta harga dan subsidi bahan
relevan dengan tugas jabatan bakar
- - D-4 (Dipl -E t) bi =knik Pe b % 3 ; i
= - %1 [St'rata Sa'tul,f (Dip AP ! bldang"l‘ekmk (?rtam ar‘!gan;’ Melakukan kegiatan standardisasi, keteknikan,
; : ; Penata Kelola Keteknikan, Standardisasi, dan Teknik Perminyakan, Teknik Geologi/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ : : -
137. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral S : . = 5 : keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan Instansi Pemerintah v A
Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan atau bidang lain yang relevan i 2 : =
P hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi
dengan tugas jabatan
S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diplema-Empat) bidang Geologi/ Geodesi/ Melakukan kegiatan penataan dan pengelolaan
138. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Penata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas eonisiley/| Gegkimiay dertambangan Pepminyalan /. Tckall pengemhangan wilayah kerja konvensianal dannon Instansi Pemerintah v v
i & £ 8 ¢ Perminyakan, Teknik Geologi/ Teknik Geofisika/ Teknik Geodesi/ Teknik | konvesional, pengawasan eksplorasi, penilaian usaha
Mesin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan hulu dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi
) . . Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan 5-1 (Strata-Satu)/ .D_4 {D1piloma—l<2nl1patli blldang Ms\naj‘erlnem’ Tekrf!k IMeIakukan kegtaltan pembletdayaan polten.m barang dan . )
139 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Obicrasi Misyal dait Gas Bumi Pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik Kimia,/ Teknik Fisika atau bidang| jasa dalam negeri pada kegiatan operasi minyak dan gas Instansi Pemerintah V v
lain yang relevan dengan tugas jabatan bumi
s ’ z - - - Melakukan kegiataan pengelolaan, penggunaan, , s
140. Kementerian Pertahanan Pengelola Senjata Api D (Biplota:- Tiga) bidang }!ukmisomgl dan Folitilc/ Politik /icetahanan pendistribusian, serta pelatihan terkait penggunaan fsans Pemenniah v X
Nasional/Pemerintahan 2 ; i Tertentu
senjata api dan amunisinya
S-1 [Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang
Pertahanan/Ekonomi/Manajemen /Akuntansi/ Ekonomi Studi Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian,
141. Kementerian Pertahanan Fasilitator Bela Negara Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan Kementerian Pertahanan v X
Pemerintahan /Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain informasi di bidang bela negara
vang relevan dengan tugas jabatan
Melakukan kegiatan penyvelidikan dan penyvidikan atas
142. Badan Narkotika Nasional Penata Pemberantasan Narkotika SE{Arata Sen) 0 [Drploma-Elmpat] Didangyang relevan decpat tiges) ionacen pelnyalah.;gl.lnaan pcmdman, ge_lap_nar};ouka. .| Badan Narkotika Nasional v X
jabatan prekursor, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
: i Melakukan kegiat: lak: P Farmasi
S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa/Ilmu ;an 1:1 akl;na.rgzlj:: 1::611 T.Lal?ai L::'?ag:l;?;nawﬁun?m
143. Badan Pengawas Obat dan Makanan Penata Kelola Obat dan Makanan Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin Fane puti penguyj 3 Instansi Pemerintah v N

atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan
penyidikan di bidang obat dan makanan
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keschatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Farmasi dan Makanan

No Instansi Teknis Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan Kedudukan Jabatan PNS PPPK
Sekolah Menegah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan/D-3
. bi i ; X i g SoaiT: i g e : '
144, Baddan) Penigamis Qb dai Muk Asistén Kelola OBat dan: Makanai |Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial Melakukan kegiatan penyiapan p S v v
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